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1.1 Latar BelakangMasalah

Pada perkembangan teknologi informasi pada saat ini pengelolaan data telah
menggunakan komputer. pengelolaan data melaui komputer dapat memudahkan
dalam pengerjaan dalam mengelola data. Oleh sebab itu penggunaan teknologi
informasi dimanfaatkan pemerintah maupun industri.

Perkembangan teknologi sangat dirasakan oleh pemerintah dalam mengelola
data pemerintahan terutama pada kantor Bapenda kota padang yang telah
menggunakan sistem untuk mengelola pajak daerah dengan menggunakan sistem
informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SIBPHTB) dalam
mengelola data perolehan pajak daerah kota padang.

Salah satu untuk memperoleh kecepatan arus data dan informasi sebagian
kabupaten/kota di Indonesia menggunakan memanfaatkan teknologi informasi
berupa aplikasi (SIBPHTB) online dalam pelayanan Bea perolehan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan (SIBPHTB). Sistem aplikasi ini didesain dengan basis
Web sehingga bisa diakses dari kantor atau dimanapun dengan menggunakan
fasilitas layanan internet seperti telkom net instan, speedy , dan lain-lain.
(suryanto, hermanto, & rasmini,2018).

Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan
transaksi BPHTB didasarkan pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang
pajak daerah dan retribusi daerah (DPRD) yang mengatur pengalihan wewenang

pemungutan atau pengalihan wewenang pemungutan atau devolusi BPHTB dari
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pemerintahan kabupaten/kota yang dilaksanakan mulai per 1 januari 2011.
(suryanto, hermanto, & rasmini, 2018).

Melihat kesuksesan yang telah dicapai oleh kabupaten/kota yang telah
memanfaatkan teknologi informasi dalam pemungutan BPHTB, mulai per 21
oktober 2017 Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kota Padang menerapkan sistem aplikasi BPHTB online.

Bapenda Kota Padang perlu mengukur kualitas sistem informasinya, karena
diperlukan untuk benar-benar mengantisipasi semua kelemahan sistem informasi
yang mereka miliki tersebut. Ada banyak cara untuk mengukur sistem informasi,
antara lain dengan menggunakan salah satunya yaitu pendekatan Webqual 4.0.

Webqgual merupakan salah satu metode pengukuran kualitas website yang
dikembangkan oleh Barners dan Vidgen (2002. Webqual berdasarkan pada konsep
Quality Function Deployment (QFD) yaitu suatu proses yang berdasarkan pada
“voice of cutomer” dalam pengembangan dan implementasi suatu produk atau
jasa. Dari konsep QFD tersebut, Webqual disusun berdasarkan pada presepsi
pengguna akhir (end user) terhadap suatu website (Barners and Vidgen, 2000).
(Dwi Ariska, Kusyanti, & A. Bachtiar, 2018).

Webqgual mulai dikembangkan sejak tahun 1998 dan telah mengalami
beberapa perubahan dalam penyusunan kategori dan butir-butir pertanyaan. Versi
terbaru Webqual yaitu 4.0. Webqual 4.0 merupakan suatu pengukuran untuk
mengukur kualitas dari sebuah website berdasarkan instrumen-instrumen
penelitian yang dapat dikategorikan ke dalam empat variable, yaitu Usability,
InformationQuality,ServicelnteractionQuality.(DwiAriska, Kusyanti, &A.

Bachtiar, 2018).



Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dan penganalisaan guna mengimplementasikan ilmu yang dipelajari
untuk meyelesaikan permasalahan yang ada melalui pengukuran kualitas sistem
informasi dengan judul “PENGUKURAN KUALITAS SISTEM INFORMASI
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SIBPHTB)
PADA BAPENDA KOTA PADANG DENGAN MENGGUNAKAN

METODE WEBQUALA4.0™.

1.2 PerumusanMasalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang
dihadapi, yaitu :
1. Bagaimana menganalisa pengolahan data dan informasi dalam sistem
informasi (SIBPHTB) menggunakan kerangka kerja webqual 4.0?
2. Bagaimana keefektifan webqual 4.0 dalam memberikan hasil bagi sistem
informasi (SIBHTB) untuk bapenda kota padang?
3. Bagaimana pengujian sistem informasi (SIBPHTB) menggunakan
kerangka kerja webqual 4.0 dan Program perhitungan webqual 4.0
menggunakan Hypertext Prepocessor (PHP) dan Database MySQL

dalam menghasilkan analisa kualitas yang diteliti?



1.3 BatasanMasalah

Untuk menghindari terjadinya pengembangan masalah yang lebih luas dan

penulisan penelitian ini lebih terarah maka penulis menetapkan batasan-batasan

terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu :

1.4

1

Sistem yang dibangun untuk mengolah data kuesioner menggunakan
bahasa pemrograman PHP dan databaseMySQL.

Metode yang digunakan untuk mengolah data kuesioner tersebut adalah
metode Webqual4.0.

Data yang digunakan dalam pengukuran kualitas dan pembahasan
masalah adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan
kuesioner.

Objek penelitian pada Bapenda Kota Padang pada bagian Sistem
Informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SIBPHTB)
online.

Implementasi atau mengukur kualitas dengan menggunakan pendekatan

Webqual 4.0.

Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian

sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa hipotesa yaitu :

1

Diharapkan dengan mengukur kualitas menggunakan metode pendekatan
Webqual 4.0 membantu Bapenda Kota Padang agar informasi bisa di
kelompokkan berdasarkan Usability, Iformation Quality, Servic

Interaction.



2. Diharapkan dengan menentukan ukuran dan kualitas dengan
menggunakan pendekatan Webqual 4.0 dapat membantu dalam
mengantisipasi semua kelemahan sistem informasi dan dapat
meningkatkan dalam memberi layanan dari Sistem Informasi
(SIBPHTB)online.

3. Diharapkan dengan pendekatan Webqual 4.0 dari informasi yang
di kelompokkan berdasarkan Usability, Iformation Quality, Servic
Interaction dapat membuat kuesioner dan program perhitungan
kuesioner menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database

MySQL dalam mengeloladata.

1.5 TujuanPenelitian

Tujuan umum pada penelitian di Bapenda Kota Padang ini adalah untuk
mengukur kualitas sistem informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(SIBPHTB) online. Sedangkan tujuankhususnyaadalah sebagai berikut :

1. Mengukur dari tingkat kematangan sistem informasi pada Bapenda Kota
Padang dalam pengelolaan sistem informasi bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan (SIBPHTB)online.

2. Dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan Sistem Informasi Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SIBPHTB) online pada
Bapenda KotaPadang.

3. Untuk mengetahui sudah efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan

pengguna sistem informasi yangdipakai.



1.6 ManfaatPenelitian
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat untuk Bapenda Kota
Padang, manfaat tersebut diantaranya :

1. Membantu Bapenda Kota Padang dalam pengelolaan sistem informasi
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SIBPHTB)online.

2. Mengetahui bagaimana tata cara dalam melakukan analisa dan mengukur
kualitas dengan menggunakan pendekatan Webqual4.0.

3. Bagi peneliti, dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari bangku
perkuliahan, melatih pola pikir yang sistematis dan ilmiah, dan menjadi
acuan untuk pengembangan penelitianselanjutnya.

4. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan
khususnya bidang ilmu teknologi informasi dan dijadikan sebagai

referensi untuk pengembangan penelitianselanjutnya.

1.7 Tinjauan UmumPenelitian
Bapenda Kota Padang yang beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 70, Kp. Jao,

Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

1.7.1 StrukturOrganisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian
serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan
kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berikut gambaran struktur organisasi pada Bapenda Kota Padang yang

ditunjukan pada Gambar 1.1 berikut :



Struktur Organisasi Bapenda Kota Padang

(Sumber : Bapenda Kota Padang)
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bapenda Kota Padang



1.7.2 Pembagian Tugas danFungsi
Adapun pembagian tugas terhadap masing-masing bagian adalah sebagai
berikut :
1. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan,
membina, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis
pengelolaan pendapatan daerah. Kepala Badan merumuskan program kerja
di lingkungan Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas:

a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan Badan sesuai
dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar
target kerja tercapai sesuairencana.

b. Pembinaan bawahan di lingkungan Badan dengan cara mengadakan
rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja
yangdiharapkan.

c. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai
dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta
ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan
tugas.

d. Perumusan dan penetapan visi dan misiBadan.

e. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis Pajak Daerah.

f Perumusan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan peraturan Walikota tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Daerah.



g Penetapan kebijakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan aset.

h. Penetapan kebijakan pemanfaatan informasiteknologi.

L. Penetapan standar pelayanan masyarakat terkait PajakDaerah.

} Penyelenggaraan pengaturan, pendistribusian, mengkoordinasikan,
serta pengendalian tugas bawahan.

k Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pemungutan pajak daerah dan retribusi sewatanah.

. Penyelenggaraan koordinasi, evaluasi, dan pembinaan pendapatan
daerah dengan satuan kerja perangkat daerah penghasilPAD.

m. Penyelenggaraan program dankegiatan.

n. Penyelenggaraan pengelolaan pemungutan pajak daerah dan retribusi
sewatanah.

0. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pengelolaan pendapatandaerah.

p. Penggunaan anggaranBadan.

g Penggunaan barangBadan.

r. Penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan reformasibirokrasi.

s. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan
dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan

datang



t Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan
sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai
akuntabilitas kinerja;dan

u. Pelaksanaan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan
PemerintahDaerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di
lingkungan Badan dalam wurusan umum, perlengkapan, keuangan,
kepegawaian, perencanaan, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi.
Sekretariat mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan
program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaantugas.

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif danefisien.

¢. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaantugas.

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yangdiharapkan.

e. Mengelola administrasi penatausahaan keuangan danaset.
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. Mengkoordinasikan, menggerakkan, dan mengendalikan kebijakan
umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan kebutuhan
rumah tangga Badan lainnya.

. Merencanakan kebutuhan peningkatan sumber daya aparatur.

. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi bidang dalam pelaksanaan
pengelolaanpendapatan.

Mengelola layanan pengaduanmasyarakat.

Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian
atas capaian pelaksanaan reformasibirokrasi.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akandatang.

Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
dan melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan
PemerintahDaerah.

Sekretariat mempunyai 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub bagianUmum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian,
urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, serta aset.

2. Sub bagianKeuangan
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Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris
dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang
meliputi verifikasi, perbendaharaan dan penyusunan
pertanggungjawaban keuanganBadan.

3. Sub bagianProgram
Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
menyiapkan rencana dan program kerja Badan.
3. Bidang Pendataan danPenetapan
Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pendataan dan penetapan
pajak daerah dan retribusi sewa tanah. Bidang Pendataan dan Penetapan
mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan
program kerja badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaantugas.

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif danefisien.

¢. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaantugas.

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlakuuntuk

mencapai target kinerja yang diharapkan.
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. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan program Kkerja bidang
pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi sewatanah.

. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendataan, pendaftaran,
penghitungan, penilaian dan penetapan pendapatan yang dikelola oleh
Badan serta memproses pengurangan, keberatan, kelebihan dan
keringanan.

. Mengkoordinasikan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat
Ketetapan Retribusi SewaTanah.

. Melakukan penelitian terhadap SPTPD dan kelengkapanSPTPD.
Mengkoordinasikan dengan bidang terkait hasil pendataan,
pendaftaran, penghitungan, penilaian dan penetapan pendapatan yang
dikelola oleh Badan serta hasil proses pengurangan, keberatan,
kelebihan dankeringanan.

Menyusun data potensi PajakDaerah.

Mengelola sistem informasi teknologi pendapatan aslidaerah.
Memelihara dan mengembangkan aplikasi online pajakdaerah.
Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akandatang.

. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitaskinerja.

. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraanPemerintah

Daerah.
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Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai 3 sub bidang, yaitu :
1. Sub bidang Pendataan danPendaftaran
Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melakukan pendataan, pendaftaran,
penelitian, serta penilaian terhadap objek pajak daerah dan objek
retribusi sewa tanah.
2. Sub bidangPenetapan
Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
dalam menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak daerah
dan retribusi sewa tanah.
3. Sub bidang Sistem Informasi PendapatanDaerah
Sub Bidang Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas
membantu  Kepala Bidang dalam  memberikan informasi
perkembangan pendapatan asli daerah melalui informasi teknologi dan
membangun serta mengembangkan informasi teknologi pengelolaan
pendapatan aslidaerah.
4. Bidang Penagihan danPemeriksaan
Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam melaksanakan tugas-tugas penagihan dan pemeriksaan Pajak
Daerah dan Retribusi Sewa Tanah dan melakukan koordinasi serta
pembinaan kepada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Sewa Tanabh.

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :
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Menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan
program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaantugas.

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif danefisien.

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaantugas.

. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yangdiharapkan.

Merumuskan rencana program kerja Bidang Penagihan dan
Pemeriksaan.

. Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi sewatanah.

. Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi sewa
tanah.

Melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pajak daerah dan retribusi sewa
tanah.

Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak dan
Wajib Retribusi SewaTanah.

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program

kerja Bidang Penagihan danPemeriksaan.
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k Melaksanakan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap
penerimaan yang dikelolaBadan.

L Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akandatang.

m Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas Kinerja;
dan melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai 3
Sub Bidang, yaitu:

1. Sub bidangPenagihan
Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

dalam melakukan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Tanah.

2. Sub bidangPemeriksaan

Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang dalam melakukan pemeriksaan dalam kerangka pengujian
kepatuhan dan tujuan lainnya terhadap Wajib Pajak dan Retribusi
SewaTanah.
3. Sub bidang Pembinaan Wajib Pajak/WajibRetribusi

Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaandalam

melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Wajib Pajak dan
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Wajib Retribusi Sewa Tanah, serta melakukan sosialisasi Pajak

Daerah dan Retribusi SewaTanah.
5. Bidang Pengendalian danPelaporan

Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala

Badan dalam menyusun laporan penerimaan yang dikelola oleh Badan
Pendapatan Daerah dan laporan PAD, serta melakukan koordinasi, evaluasi,
dan pengendalian terhadap penerimaan PAD. Bidang Pengendalian dan
Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan
program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaantugas.

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif danefisien.

¢ Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaantugas.

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yangdiharapkan.

e. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan program kerja di Bidang
Pengendalian danPelaporan.

f. Menyusun laporan penerimaanPAD.

g Menyusun laporan piutang Pajak Daerah dan Retribusi SewaTanah.
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h. Mengkoordinasikan penindakan terhadap pelanggaran oleh Wajib
Pajak dan Wajib Retribusi Sewa Tanah dengan perangkat daerah
terkait.

i Melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap
penerimaan PAD; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi SewaTanah.

i Mengkoordinir penyusunan pembukuan penerimaan yang dikelola
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

k. Mengkoordinir penyusunan laporan penerimaan perangkat daerah
penghasil PAD; mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Badan dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akandatang.

L Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
dan melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai 3
Sub Bidang, yaitu:

1. Sub bagian Pembukuan danPelaporan

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam membuat pembukuan penerimaan
dan menyusun laporan realisasi penerimaan yang dikelola oleh Badan
dantunggakan.

2. Sub bagian Evaluasi danPengendalian
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Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melakukan koordinasi, evaluasi, dan
pengendalian terhadap perkembangan penerimaan pajak dan retribusi
sewa tanah serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah
terkait untuk menindak pelanggaran oleh Wajib Pajak Daerah dan
Wajib Retribusi Sewa Tanah.

3. Sub bagian Retribusi dan PendapatanLain-Lain

Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melakukan koordinasi, evaluasi, dan
pengendalian terhadap perkembangan penerimaan PAD serta

melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil PAD.

6. Bidang Pelayanan dan Pengembangan PendapatanDaerah
Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai
tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan dan
informasi  pendapatan, penyusunan peraturan perundang-undangan,
administrasi keberatan dan pengurangan serta kajian dan pengembangan
potensi pendapatan. Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan
Daerah mempunyai fungsi :
a Menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan
program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaantugas.
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Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif danefisien.

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaantugas.

| Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yangdiharapkan.

Menyusun kajian potensi pendapatan aslidaerah.

. Mengelola pelayanan informasi pajakdaerah.

. Memproses keberatan dan pengurangan yang dibuat oleh WajibPajak.
Menyusun kajian potensi pendapatan aslidaerah.

Mengkaji dan menyusun peraturan perundang-undangan, petunjuk
teknis, dan petunjuk pelaksanaan yang menyangkut penerimaan
daerah.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akandatang.

Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas Kinerja;

dan melaksanakan tugas dukungan terhadappenyelenggaraan
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Pemerintah Daerah. Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan
Daerah mempunyai 3 Sub Bidang, yaitu :
1. Sub bidang Pengkajian dan Pengembangan PotensiPendapatan

Sub Bidang Pelayanan dan Informasi Pendapatan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengkajian dan
pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan pendapatan asli
daerah serta menyusun peraturan perundang-undangan.
2. Sub bidang Keberatan danPengurangan

Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memproses pengurangan,
keringanan, keberatan, dan kelebihan pembayaran pajak daerah dan
retribusi sewatanah.
3. Sub bidang Pelayanan InformasiPendapatan

Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan Daerah
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan
pengkajian dan pengembangan pendapatan dan peningkatan
penerimaan pendapatan asli daerah serta menyusun peraturan

perundang-undangan.

1.7.3 Visi dan Misi Bapenda KotaPadang
1) Visi Bapenda KotaPadang
Visi Organisasi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut
kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara

konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.Sebagaimana
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yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Badan Pendapatan Daerah

Kota Padang mempunyai peran strategis dalam penyediaan pembiayaan

pembangunan yang dibutuhkan. Dalam mendorong kemadirian daerah dan

mensukseskan pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota

terpilih,maka visi Badan Pendapatan Kota Padang adalah :

a. Terwujudnya Penerimaan PAD yang Optimal Melalui Pelayanan Prima
dan Profesional.

Untuk mewujudkan penerimaan PAD yang optimal, maka seluruh
aparatur pengelolaan pendapatan daerah harus profesional dan mampu
memberikan pelayanan prima. Profesionalisme aparatur pengelola
pendapatan daerah diawali dari penempatan orang yang tepat pada jabatan
yang tepat, sesuai dengan bidang ilmu dan ketrampilan yang dimilikinya.
Hanya orang yang profesional lah yang mampu memberikan pelayanan
prima. Tiga kata kunci yang perlu digaris bawahi dari visi tersebut akan
dijelaskan sebagai berikut :

1. Profesional

Profesional adalah orang yang mempunyai profesi dengan mengandalkan
suatu keahlian yang tinggi, berperilaku jujur, obyektif, saling mengisi, saling
mendukung, saling berbagai pengalaman atas dasar itikad baik dan positive
thinking. Seseorang profesional harus memiliki 3 hal pokok dalam dirinya,
yaitu ketrampilan (Skill), pengetahuan (Knowledge), dan bersikap yang baik
(Attitude). Skill disini berarti adalah seseorang itu benar-benar ahli di
bidangnya.Knowledge,takhanyaahlidibidangnyatapiiajugamenguasai,

minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yangberhubungan
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dengan bidangnya.Dan yang terakhir Attitude, bukan hanya pintar dan
cerdas tapi dia juga punya etika yang diterapkan dalambidangnya.
2. PelayananPrima

Definisi pelayanan prima mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya
pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan,
upaya melayani dengan tindakan yang terbaik, dan adanya tujuan untuk
memuaskan pelanggan dengan berorentasi pada standar layanan tertentu.

Pelayanan prima setidaknya harus bersifat sederhana, dalam arti bahwa
prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat
dan tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan. Di samping
itu, pelayanan prima harusbersifat adanya kepastian dan jelas, aman,
terbuka, ekonomis, serta efisien. Oleh sebab itu, pelayanan prima
merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan
Kota Padang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan secara baik
atau minimal sesuai dengan estandar pelayanan yang telahditentukan.
3. Penerimaan PAD yang Optimal

Optimalisasi merupakan suatu proses ataupun cara menjadikan sempurna,
menjadikan paling tinggi, atau menjadikan paling maksimal. Melalui
pelayanan prima dan profesional dari Badan Pendapatan Kota Padang,
diharapkan dapat menghasilkan penerimaan PAD yang optimal, khususnya

penerimaan dari sumber Pajak Daerah.
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Pada saat ini jenis pajak daerah yang dipungut Kota Padang terdiri dari :
a) Pajakhotel;
b) Pajakrestoran;
¢) Pajakhiburan;
d) Pajakreklame;
e) Pajak peneranganjalan;
) Pajakparkir;
g) Pajak airtanah;
h) Pajak sarang burungwalet;
i) Pajak mineral bukan logam danbantuan;
) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
K) Pajak bumi danbangunan.
Dengan demikian penerimaan pajak daerah yang optimal diukur
berdasarkan target yang ditetapkan.
2) Misi Bapenda KotaPadang
Misi adalah suatu upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
seluruh perangkat organisasi untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.
a. Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang transparan
danakuntabel.
b. Mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, efisien dan

efektif;
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1.7.4 Sejarah Singkat Bapenda Kota Padang

Pada awal masa sebelum dibentuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kota Padang, awalnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota
Padang. Dimana Dipenda Kota Padang tergabung dalam satu OPD, yaitu dengan
DPKA Kota Padang. Namun seiring dengan kebutuhan peningkatan Kinerja
pemerintah dan organisasi, maka DPKA Kota Padang dipecah menjadi dua OPD
yakni BPKAD Kota Padang yang dibentuk dengan Perda Nomor 6 Tahun 2015
dan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang yang dibentuk dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015.

Kemudian Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan
restrukturisasi organisasi yang dilaksanakan pada awal tahun 2017 berdasarkan
Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Padang dan Peraturan Walikota Nomor 90 tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan
Daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang berganti nama
menjadi Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) Kota Padang. Badan Pendapatan
Daerah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SekretarisDaerah.

25



